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Abstrak 
 

Kementerian Perhubungan mulai bersikap tegas terhadap transportasi online yaitu Gojek dan Grab 

yang telah menghadirkan ratusan pengemudi ojek online di Indonesia, namun di sisi lain kerap 
dituding tidak transparan dalam menentukan bagian keuntungan bagi para mitra pengemudi. Beberapa 

waktu yang lalu, Kementerian Perhubungan menerbitkan dua peraturan terkait ojek online. Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor Nomor 12 Tahun 2019 (Permenhub Nomor 12 Tahun 2019) mengatur 
mengenai persyaratan terkait keselamatan dan keamanan yang harus dipenuhi oleh pengemudi 

maupun perusahaan aplikasi. Termasuk dalam cakupan pengaturannya, antara lain, adalah kewajiban 

bagi pengemudi untuk memiliki Surat Izin mengemudi, tidak membawa penumpang melebihi dari 

satu orang, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang 
masih berlaku 

Abstrac 

 

The Ministry of Transportation has begun to take a firm stance on online transportation, 

namely Gojek and Grab, which have presented hundreds of online motorcycle taxi drivers in 

Indonesia, but on the other hand, they are often accused of not being transparent in 

determining the share of profits for driver-partners. Some time ago, the Ministry of 

Transportation issued two regulations regarding online motorcycle taxis. Regulation of the 

Minister of Transportation Number 12 of 2019 (Permenhub Number 12 of 2019) regulates 

requirements related to safety and security that must be met by drivers and application 

companies. Included in the scope of the regulation, among others, are the obligation for 

drivers to have a driving license, do not carry more than one passenger, and drive a motorized 

vehicle with a valid Motor Vehicle Certificate.. 

 
Pendahuluan 

 
 

Globalisasi yang saat ini terjadi di 

semua negara tanpa terkecuali Indonesia 

telah merubah banyak aspek kehidupan 

masyarakat seperti budaya, ekonomi, dan 

pendidikan. Salah satu akibat dari 

globalisasi ini adalah meningkatnya 

pergerakan atau perpindahan masyarakat 

dari satu tempat ke tempat yang lain dan 

terjadi dalam waktu yang cepat. 

Perpindahan ini tidak hanya terjadi atau 

dibutuhkan oleh manusia tetapi juga terjadi 

kepada barang dan jasa. Peningkatan akan 

perpindahan masyarakat (orang) dan 

barang dari satu tempat ke tempat yang 

lain akan diiringi dengan meningkatnya 

kebutuhan sarana transportasi yang 

memadai. Kebutuhan sarana transportasi 

untuk memindahkan orang dan barang 
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akan berusaha dipenuhi dengan kehadiran 

angkutan umum. 

Angkutan umum menyediakan jasa 

untuk memindahkan orang dan barang dari 

tempat asal menuju tempat yang 

dikehendaki. Kegiatan dari transportasi 

memindahkan barang (commodity of 

goods) dan penumpang dari satu tempat 

(origin atau port of call) ke tempat lain 

(part of destination), maka dengan 

demikian pengangkut menghasilkan jasa 

angkutan atau dengan perkataan lain 

produksi jasa bagi masyarakat yang 

membutuhkan sangat bermanfaat untuk 

pemindahan atau pengiriman barang- 

barangnya.
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Transportasi memiliki fungsi 

tempat dan waktu yang sangat penting 

bahwa barang akan memiliki nilai lebih di 

tempat tujuan dibandingkan berada di 

tempat asal orang atau barang tersebut, 

serta dengan distribusi yang cepat untuk 

mencapai tempat tujuan maka barang 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pada 

waktu yang tepat saat dibutuhkan. 

Angkutan umum memiliki peran yang 

penting dalam menunjang pembangunan 

ekonomi. Angkutan umum menjadi bagian 

penting dari pergerakan ekonomi dimana 

angkutan umum berkaitan dengan 

distribusi barang, jasa serta perpindahan 

tenaga kerja. Kebutuhan yang meningkat 

akan sarana transportasi yang berusaha 

dipenuhi oleh angkutan umum dapat 

menunjang pembangunan ekonomi  di 

suatu wilayah. Ketersediaan jasa 

transportasi berkorelasi positif dengan 

kegiatan ekonomi dan pembangunan 

dalam masyarakat. 

Jasa transportasi mempunyai 

peranan yang sangat penting bukan hanya 

untuk melancarkan arus barang dan 

mobilitas manusia, tetapi jasa transportasi 

juga membantu tercapainya alokasi sumber 

daya ekonomi secara optimal yang berarti 

kegiatan produksi dilaksanakan secara 

efektif dan efisien, kesempatan kerja dan 

pendapatan masyarakat meningkat, untuk 

selanjutnya kesenjangan antar daerah dapat 

ditekan serendah mungkin.
2
 

Salah satu kajian dalam penulisan 

ini adalah sarana transportasi berbasis 

online yang saat ini sudah semakin marak 

dan berkembang di Indonesia. Di masa 

kini, tingginya tingkat kemacetan dan 

polusi udara menjadi alasan utama 

masyarakat enggan keluar rumah atau 

kantor. Padahal di sisi lain, mereka harus 

mobile untuk memenuhi kebutuhan, 

misalnya untuk makan, mengirim barang, 

atau membeli barang tertentu. Akibatnya, 

mereka mencari cara praktis untuk 
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mendapatkan barang yang dibutuhkan 

tanpa harus keluar rumah atau kantor, 

salah satunya dengan menggunakan jasa 

transportasi online seperti Uber dan Grab. 

Memang tidak bisa dipungkiri, masyarakat 

terutama di kota besar sedang 

menggandrungi transportasi online dengan 

menggunakan aplikasi smartphone. Selain 

bisa menghemat waktu, transportasi online 

juga bisa menghemat uang karena 

banyaknya promo yang ditawarkan. Cukup 

dengan download aplikasi yang ditawarkan 

dan pesan melalui smartphone, maka 

dalam hitungan menit, pelaku jasa 

transportasi siap mengantarkan pesanan 

atau mengantar ke tempat tujuan. 

Perubahan gaya hidup inilah yang 

dimanfaatkan pelaku usaha untuk memulai 

persaingan dalam bisnis transportasi 

online. 

Persoalan yang dibahas ialah 

bagaimana aturan-aturan hukum jasa 

pengangkutan darat online berbasis 

aplikasi, bentuk proteksi hukum terhadap 

pemakai jasa (penumpang) pengangkutan 

darat online berbasis aplikasi dan bentuk 

ganti rugi yang diberikan bagi pemakai 

jasa (penumpang) pengangkutan darat 

online berbasis aplikasi dalam hal terjadi 

kerugian atas pelayanan jasa oleh pelaku 

usaha transportasi berbasis online. 

Kementerian Perhubungan mulai 

bersikap tegas terhadap transportasi online 

yaitu Gojek dan Grab yang telah 

menghadirkan ratusan pengemudi ojek 

online di Indonesia, namun di sisi lain 

kerap dituding tidak transparan dalam 

menentukan bagian keuntungan bagi para 

mitra pengemudi. Beberapa waktu yang 

lalu, Kementerian Perhubungan 

menerbitkan dua peraturan terkait ojek 

online. Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor Nomor 12 Tahun 2019 

(Permenhub Nomor 12 Tahun 2019) 

mengatur mengenai persyaratan terkait 

keselamatan dan keamanan yang harus 

dipenuhi oleh pengemudi maupun 

perusahaan aplikasi. Termasuk dalam 

cakupan pengaturannya, antara lain, adalah 

kewajiban bagi pengemudi untuk memiliki 

Surat Izin mengemudi, tidak membawa 

penumpang melebihi dari satu orang, dan 

mengendarai kendaraan bermotor dengan 

Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang 

masih berlaku. 

Sedangkan bagi perusahaan 

aplikasi terdapat kewajiban untuk 

mencantumkan identitas pengemudi dan 

penumpang di dalam aplikasi, 

mencantumkan nomor telepon layanan 

pengaduan dalam aplikasi, serta 

melengkapi aplikasi dengan fitur tombol 

darurat (panic button). Kementerian 

Perhubungan kemudian juga menerbitkan 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

348 Tahun 2019 (Kepmenhub Nomor 348 

Tahun 2019) yang mengatur mengenai 

pedoman perhitungan biaya jasa 



penggunaan sepeda motor yang dilakukan 

dengan aplikasi. Peraturan ini mengatur 

formula perhitungan biaya jasa. 

Kepmenhub Nomor 348 Tahun 2019 

merinci biaya jasa batas bawah, batas atas, 

dan biaya jasa minimal. 

Situasi menjadi semakin kisruh 

mengingat fakta bahwa cakupan 

operasional ojek online tak berbatas antara 

satu kota dengan kota lainnya. Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur bahkan menolak 

untuk membuat peraturan daerah 

mengingat Undang-Undang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan dan Undang Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah hanya membatasai kewenangan 

Pemerintah Daerah sampai dengan 

penyediaan angkutan umum saja, 

sedangkan ojek online tidak jelas masuk 

kategori angkutan umum atau bukan. 

Permenhub Nomor 12 Tahun  2019 

dan Kepmenhub Nomor 384 Tahun 2019, 

tidak memberikan ruang bagi Pemerintah 

Daerah    untuk    mengatur    lebih    lanjut 

mengenai operasional ojek online. Pasal 19 

Permenhub 12 Tahun 2019 hanya 

menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah 

melakukan pengawasan terhadap 

penggunaan sepeda motor untuk 

kepentingan masyarakat. Maksud pasal ini 

tidak jelas. Dengan hanya melakukan 

pengawasan apakah artinya Pemerintah 

Daerah tidak berwenang untuk 

menentukan kuota ojek online maupun 

tarif di daerahnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan menyangkut 

kewenangan pemerintah daerah dalam 

mengatur operasional transportasi 

online dan menuangkannya dalam suatu 

karya ilmiah skripsi hukum dengan 

judul : “Kajian Yuridis Kewenangan 

Pemerintah Mengatur Operasional 

Transportasi Online” 

 

Pembahasan 
 
 

Kebijakan      Pemerintah Dalam 

Mengatur Operasional Transportasi 

Online 

Tingginya para pengguna smartphone 

di Indonesia tidak hanya disebabkan 

oleh besarnya ketersediaan berbagai 

macam produk-produk smartphone 

tetapi juga disebabkan oleh meratanya 

jaringan internet. Smartphone sangat 

identik dengan layanan aplikasi yang 

selalu terhubung dengan jaringan 

internet. Salah satu penggunaan aplikasi 

berbasis mobile yang saat ini sedang 



marak di kalangan masyarakat 

Indonesia adalah pada sektor 

transportasi. Transportasi tentu sangat 

penting dalam kehidupan manusia. 

Transportasi sebagai alat yang 

digunakan manusia dalam melakukan 

berbagai aktifitas. Transportasi atau 

pengangkutan merupakan bidang 

kegiatan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia. 

Secara umum, transportasi dapat 

diartikan sebagai usaha pemindahan, 

atau pergerakan orang atau barang dari 

suatu lokasi, yang disebut lokasi asal, 

ke lokasi lain, yang biasa disebut lokasi 

tujuan, untuk keperluan tertentu dengan 

mempergunakan alat tertentu pula. 

Sebagaimana telah disebutkan 

bahwasanya transportasi atau 

pengangkutan merupakan bidang 

kegiatan yang sangat penting dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia karena 

pentingnya transportasi bagi masyarakat 

Indonesia disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain, keadaan geografis 

Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau 

kecil dan besar, perairan yang terdiri 

dari sebagian besar laut, sungai dan 

danau yang memungkinkan 

pengangkutan dilakukan melalui darat, 

perairan, dan udara guna menjangkau 

seluruh wilayah Indonesia. Di era masa 

kini tingginya tingkat kemacetan dan 

polusi udara menjadi alasan utama 

masyarakat enggan keluar rumah atau 

kantor. Padahal di sisi lain, mereka 

harus mobile untuk memenuhi 

kebutuhan, misalnya untuk makan, 

mengirim barang, atau membeli barang 

tertentu. Akibatnya, mereka mencari 

cara praktis untuk mendapatkan barang 

yang dibutuhkan tanpa harus keluar 

rumah atau kantor, salah satunya 

dengan menggunakan jasa transportasi 

online seperti Uber dan Grab, Gojek 

dan lain sebagainya. 

Memang tidak bisa dipungkiri, 

masyarakat terutama di kota besar 

sedang menggandrungi transportasi 

online dengan menggunakan aplikasi 

smartphone. Selain bisa menghemat 

waktu, transportasi online juga bisa 

menghemat uang karena banyaknya 

promo yang ditawarkan. Cukup dengan 

download aplikasi yang ditawarkan dan 

pesan melalui smartphone, maka dalam 

hitungan menit, pelaku jasa transportasi 

siap mengantarkan pesanan atau 

mengantar ke tempat tujuan. Tidak 

hanya itu, transportasi online juga bisa 

mengurai tingkat kemacetan, terutama 

di kota-kota besar. Perubahan gaya 

hidup inilah yang dimanfaatkan pelaku 

usaha untuk memulai persaingan dalam 

bisnis transportasi online 

Pada era globalisasi ini dimana 

hubungan pelaku usaha sebagai 

penyedia jasa transportasi online 



dengan konsumen menjadi dekat dan 

makin terbuka. Campur tangan negara, 

kerja sama antar negara dan kerja sama 

internasional sangat dibutuhkan. 

Perlindungan hukum yang diberikan 

kepada pengusaha atau pelaku usaha 

jasa transportasi berbasis aplikasi 

dimana dalam hal transportasi telah 

diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 

tentang Angkutan Jalan dan Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 

2003 tentang Penyelenggaraan 

Angkutan Orang di Jalan dengan 

Kendaraan Umum. Dengan begitu 

pelaku usaha jasa transportasi online 

sudah diizinkan oleh  pemerintah 

dengan melengkapi syarat ketentuan 

untuk semua layanan transportasi online 

wajib mendaftarkan pengemudinya ke 

dalam bentuk badan usaha karena sudah 

dilegalkan oleh pemerintah. Jadi 

transportasi online sudah dapat 

dioperasikan di berbagai wilayah di 

Indonesia. 

Untuk meningkatkan kemudahan 

pemesanan pelayanan jasa angkutan 

orang tidak dalam trayek, Perusahaan 

angkutan umum dapat menggunakan 

aplikasi berbasis teknologi informasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Angkutan 

Orang dengan Kendaraan Bermotor 

Umum Tidak Dalam Trayek 

(selanjutnya disingkat PM 32 Tahun 

2016), sebagaimana telah dirubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 

2018, yang kemudian direvisi lagi 

melalui Peraturan Menteri Perhubungan 

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019. 

Terkait keberadaan transportasi online 

tersebut, Mahkamah Konstitusi telah 

mengambil keputusan terhadap uji 

materi perkara Nomor 41/PUU- 

XVI/2018 tentang ojek online. 

Mahkamah Konstitusi lewat 

putusannya, menolak melegalkan ojek 

online sebagai alat transportasi umum. 

Sepeda motor dapat mengangkut orang, 

namun bukan sebagai angkutan umum. 

Dalam kondisi transisi seperti sekarang, 

ojek masih dapat beroperasi dalam 

wilayah yang terbatas. gugatan uji 

materi ke Mahkamah Konstitusi ini 

diajukan 54 pengemudi ojek online 

yang   menggugat   Pasal   47   ayat   (3) 

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(LLAJ). Para pengemudi ojek online 

keberatan karena ketentuan pasal 

tersebut tidak mengatur motor sebagai 

angkutan     umum.     Sementara,   ojek 



online semakin dibutuhkan dan 

berkembang di Indonesia. 

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 

putusannya menolak permohonan 

seluruhnya, dan menolak melegalkan 

ojek online sebagai alat transportasi 

umum. Berbagai peristiwa yang 

menimpa pengendara ojek online akibat 

bentrok dengan angkutan umum 

konvensional, hingga cap „ilegal‟ yang 

dilekatkan beberapa pejabat pemerintah 

di level pusat dan daerah yang  

diperkuat pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 

telah membuat hak pengendara ojek 

online atas jaminan perlindungan 

hukum serta hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak menjadi 

semakin terancam. Dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi a quo, majelis 

hakim berpendapat bahwa ojek (sepeda 

motor) tidak dapat dikategorikan 

sebagai angkutan umum, sehingga 

konsekuensinya pemerintah 

(Kementerian Perhubungan) tak lagi 

berwenang mengatur soal ojek online 

karena tidak diakui dalam Undang 

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Menariknya, Menteri Perhubungan 

akhirnya melemparkan pengaturan soal 

ojek online ini kepada pemerintah 

daerah. Sementara ketiadaan payung 

hukum di atas Peraturan Daerah jelas 

memperbesar potensi kacaunya aturan 

yang dicetuskan Pemda karena 

ketiadaan prinsip utama yang bisa 

diacu. Jika pengaturan diserahkan 

melalui Perda, maka pengaturan antar 

daerah menjadi berbeda-beda. Dapat 

dicontohkan, jika ditelaah 3 aturan soal 

ojek online dalam Peraturan Daerah 

yakni, Peraturan Walikota Depok 

Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan 

Walikota Bogor Nomor 21 Tahun 2017 

serta Peraturan Walikota Balikpapan 

Nomor 25 Tahun 2017, jelas 

memperlihatkan perbedaan pengaturan 

yang timpang karena tidak adanya 

prinsip utama yang dijadikan landasan 

dalam pengaturan. Padahal, cakupan 

operasional ojek online ini tak berbatas 

antar satu kota dengan kota atau 

wilayah lainnya. 

Kabiro Hukum Provinsi Jawa Timur, 

Himawan Estu Bagijo, menyebut 

Pemprov tak berwenang mengatur soal 

transportasi online, mengingat Undang 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah telah membatasi 

kewenangan Pemda untuk mengatur itu. 

Adapun dimensi urusan yang dapat 

diatur Pemprov hanya seputar 

ketertiban umum, ketenagakerjaan, 

perhubungan dan lainnya. Untuk urusan 

perhubungan, sambung Himawan, 

pemprov juga terbatas pada urusan 

jalan, terminal, penyediaan angkutan 



umum antar kota dalam satu daerah 

provinsi.
3
 

Pentingnya regulasi soal ojek online 

diwadahi dalam undang-undang 

mengingat besarnya kebutuhan 

masyarakat akan sarana transportasi 

yang efisien, tengjangkau dan aman di 

tengah-tengah keterbatasan 

ketersediaan angkutan umum yang 

aman, nyaman dan murah. Sudah 

saatnya Undang Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan direvisi. Kontroversi 

soal ketidakjelasan status transportasi 

online (kendaraan pribadi/angkutan 

umum) tidak terjadi karena kesalahan 

dalam pengaturan Undang Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, mengingat 

aturan yang dimuat dalam uu a quo 

sudah sesuai dengan situasi dan kondisi 

transportasi pada tahun 2009.  Namun 

uu a quo sudah tidak relevan dengan 

perkembangan transportasi berbasis 

teknologi yang saat ini berkembang 

pesat. 

Pengaturan transportasi saat ini, 

membatasi definsi angkutan, kendaraan 

bermotor dan kendaraan bermotor 

umum. Untuk angkutan umum 
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orang/barang, hanya dapat dijalankan 

oleh kendaraan bermotor umum, 

sehingga sepeda motor atau mobil 

penumpang perseorangan tidak dapat 

dianggap sebagai angkutan umum. 

Pengaturan yang demikian tidak 

merefleksikan aturan yang menangkap 

pergerakan pola bisnis yang cepat, 

sehingga menyisakan begitu banyak 

persoalan Pada rezim aturan saat ini, 

memang tidak ada pengaturan 

pelayanan angkutan umum berbasis 

aplikasi, sehingga akan sulit bagi 

pemerintah daerah untuk mengatur 

selama aturan diatasnya tidak diganti. 

Kementerian Dalam  Negeri 

(Kemendagri) menyampaikan kendala 

dalam menerapkan aturan taksi online 

di daerah. Hal itu berdasarkan hasil 

rapat kerja Mendagri bersama 

Kementerian  Perhubungan 

(Kemenhub). Setidaknya ada 3 (tiga) 

hal yang jadi kendala dalam 

pelaksanaan aturan taksi online di 

daerah. Pertama, pemerintah daerah, 

baik provinsi, kabupaten, maupun kota 

tidak memiliki kewenangan dalam 

mengatur tranposrtasi online sesuai 

Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Kedua, pemerintah daerah tidak 

memiliki cukup anggaran untuk 

mendukung pengawasan terhadap 

angkutan sewa khusus. Ketiga, 

https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca-putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa?page=2
https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca-putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa?page=2
https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca-putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa?page=2
https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca-putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa?page=2
https://pro.hukumonline.com/berita/baca/lt5b88f33c42bc1/nasib-ojek-online-pasca-putusan-mk--kini-tanggungjawab-siapa?page=2
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keterbatasan penyidik pegawai negeri 

sipil (PPNS) pada bidang perhubungan 

di daerah. 

Namun di satu sisi, Kemendagri sebagai 

poros atau titik keseimbangan, perlu 

mendorong kondisi yang kondusif dan 

stabil bagi jalannya pemerintahan dan 

politik dalam negeri melalui pembinaan 

dan pengawasan secara optimal dan 

efektif.  Sesuai  Undang-undang Nomor 

23 Tahun 2014 Pasal 374 ayat (2) 

menyatakan bahwa Menteri Dalam 

Negeri memiliki peran melakukan 

pembinaan yang bersifat umum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Namun, jika dikaitkan dengan 

kewenangan sebagaimana diatur dalam 

lampiran Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, pemberian izin angkutan tidak 

dalam trayek merupakan kewenangan 

pemerintah pusat dalam hal ini 

Kemenhub. Tarif batas atas dan bawah 

angkutan sewa khusus ditetapkan oleh 

Kemenhub. Bagi angkutan sewa khusus 

yang beroperasi dalam 1 daerah 

provinsi berpedoman pada tarif batas 

atas dan tarif batas bawah yang 

ditetapkan oleh Kementerian 

Perhubungan atas usulan dari Gubernur. 

Meski demikian, Kemendagri ikut 

mendukung penyelenggaraan taksi 

online di daerah. Menteri Dalam Negeri 

telah bersurat kepada  gubernur,  kepala 

daerah seluruh Indonesia terkait hal 

tersebut. Di sisi lain, Kemendagri 

menilai Kemenhub perlu menyiapkan 

peraturan menteri terkait penugasan 

kepada pemerintah daerah disertai 

dengan penganggaran, NSPK, 

pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaannya. Hal ini menjadi sangat 

penting dalam rangka mewujudkan 

sinergitas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang perhubungan 

antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

Untuk mengisi adanya kekosongan 

hukum pengaturan atau regulasi di 

bidang transportasi online tersebut, 

pada prinsipnya sementara sampai saat 

ini pemerintah daerah menggunakan 

kewenangannya dalam mengatur 

ketertiban umum agar tidak terjadi 

sengketa atau konflik antar pengemudi 

angkutan online dengan pengemudi 

angkutan umum, misalnya dengan 

membatasi pengemudi angkutan online 

untuk menjemput atau mengantar 

penumpang di luar areal terminal bus, 

stasiun kereta api atau bandara, karena 

merupakan wilayah angkutan umum. 

Perusahaan/lembaga penyedia aplikasi 

berbasis teknologi informasi yang 

memfasilitasi dalam pemberian 

pelayanan angkutan orang tidak boleh 

bertindak sebagai penyelenggara 

angkutan umum dan wajib bekerjasama 



dengan perusahaan angkutan umum 

yang berbentuk badan hukum Indonesia 

dan telah memiliki  izin 

penyelenggaraan angkutan. Pasal 24 

ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak dalam Trayek 

menyebutkan : Izin yang dimaksud 

berupa dokumen kontrak dan/atau kartu 

elektronik yang terdiri atas : 

1. Surat keputusan izin 

penyelenggaan angkutan 

2. Surat pernyataan kesanggupan 

untuk memenuhi kewajiban 

melayani angkutan sesuai dengan 

izin yang diberikan; dan 

3.
 Kartu pengawasan. 

Perusahaan/Lembaga penyedia aplikasi 

berbasis teknologi informasi yang 

memfasilitasi dalam pemberian 

pelayanan angkutan orang tidak boleh 

bertindak sebagaimana penyelenggara 

angkutan  umum.  Tidakan yang 

dimaksud meliputi kegiatan : 

1. Menetapkan tarif dan memungut 

bayaran; 

2. Merekrut pengemudi; dan 

3. Menentapkat besaran penghasilan 

pengemudi. 

Selain itu perusaaan/lembaga penyedia 

aplikasi berbasis teknologi informasi 

wajib melaporkan kepada direktorat 

jenderal meliputi : 

1. Profil perusahaan penyedia aplikasi 

berbasis internet; 

2. Memberikan akses monitoring 

operasional pelayanan; 

3. Data seluruh perusahaan angkutan 

umum yang bekerjasam; 

4. Data seluruh kendaraan dan 

pengemudi; 

5. Layanan pelanggan berupa telepon, 

email dan alamat kantor penyedia 

aplikasi berbasis teknologi 

informasi. 

Mengenai tata cara penggunaan aplikasi 

berbasis teknologi informasi, wajib 

mengikuti ketentuan di bidang 

informasi dan transaksi elektronik 

sesuai dengan peratuan perundang- 

undangan. Sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UUITE) sebagaimana dirubah dengan, 

bahwa transaksi elektronik adalah 

“perbuatan hukum yang dilakukan 

dengan menggunakan komputer, 

jaringan komputer, dan/atau media 

elektronik lainnya”. Transaksi 

menggunakan sarana elektronik dapat 

dilakukan dilakukan dalam lingkup 

publik ataupun privat sesuai dengan 

Pasal 17 ayat (1) UUITE. 

Dalam transaksi elektronik antara 

pihak-pihak hanya mengandalkan itikad 

baik, karena memang transaksi 



elektronik dikenal di dunia maya yang 

tidak saling mempertemukan antara 

pihak-pihakyang bertransaksi sesuai 

dengan Pasal 17 Ayat (2) UUITE yang 

menentukan bahwa para pihak yang 

melakukan transaksi elektronik wajib 

beriktikad baik dalam melakukan 

interaksi dan/atau pertukaran informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik 

selama transaksi berlangsung. Dalam 

lingkup hukum privat transaksi 

elektronik dapat pula diartikan sebagai 

perjanjian yang dilakukan dengan 

menggunakan media teknologi 

informasi dan komunikasi. 

Oleh karena itu, para pengembang 

aplikasi mobile bersaing memberikan 

berbagai inovasi untuk memudahkan 

para konsumen dalam menggunakan 

jasa transportasi melalui pemesanan 

secara online jenis jasa yang diperlukan 

hanya melalui aplikasi di smartphone 

mereka. Perushaan penyedia layanan 

jasa transportasi online yang ada di 

Indonesia adalah Go-jek, Uber dan 

Grab yang masing-masing terdiri dari 

kendaraan roda dua (R2) dan roda 

empat (R4). Sehingga perkembangan 

regulasi baik dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah(melalui 

otonomi daerah) perlu segera dipercepat 

dan dituntaskan. 

Otonomi adalah kebebasan dan 

kemandirian suatu pemerintahan lebih 

rendah untuk mengatur sebagian urusan 

pemerintahan. Otonomi merupakan 

atribut dari Negara dan bukan atribut 

dari bagian-bagian Negara seperti 

Gemeente, Provincie dan sebagainya. 

Dalam hal pemberian otonomi kepada 

daerah tentu berimplikasi pada 

berhaknya tiap-tiap daerah dalam 

mengurus dan mengatur sendiri 

pemerintahan daerah secara otonom 

atau mandiri, salah satu implikasi yang 

menjadi titik berat disini adalah di mana 

daerah diberi hak untuk membentuk dan 

menetapkan Peraturan daerah 

(selanjutnya disebut Perda) dan 

peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi daerah. 

Secara prinsip, negara akan semakin 

berkembang pesat karena adanya 

kemauan dari negara itu sendiri. Di 

negara kita sendiri juga masih 

mengusahakan untuk mengembangkan 

sistem teknologi yang mumpuni demi 

terciptanya inovasi dan mempermudah 

pekerjaan sehari-hari manusia. salah 

satu sistem teknologi yang telah 

menjamur di kalangan masyarakat 

Indonesia yaitu aplikasi ojek online. 

Aplikasi ini merupakan sistem 

transportasi jasa antar baik berupa 

penumpang manusia maupun barang, 

tergantung dari jenis jasa yang 

ditawarkan. Hubungan antar pengemudi 

atau driver ojek online dengan penyedia 



aplikasi atau aplikator yakni sebagai 

mitra kerja. Cara penggunaan aplikasi 

pun terbilang mudah, untuk sistem 

pemesanan hanya dilakukan lewat 

Smartphone canggih minimal sistem 

android. Ketika konsumen telah 

memilih lokasi tujuan dan mengklik 

pesan, nanti aplikasi tersebut akan 

mencari sinyal driver agar 

disambungkan dengan penumpang atau 

konsumen yang membutuhkan jasa 

tersebut. Dengan mudahnya si 

konsumen akan dijemput driver sesuai 

dengan aplikasi dan diantar sesuai 

dengan tujuan. 

Transportasi online muncul di tengah 

kondisi sistem transportasi di Indonesia 

yang belum tertata dengan baik. 

Beberapa perusahaan besar berlomba 

untuk membentuk perusahaan 

transportasi berbasis aplikasi online, 

beberapa di antaranya adalah Gojek 

Grab maupun beberapa transportasi 

online lain. Bagi sebagian orang 

transportasi online merupakan solusi 

atas sistem transportasi yang masih 

buruk, namun di sisi lain merupakan 

masalah bagi orang-orang yang 

menggantungkan hidup dari jasa 

transportasi yang tidak mengandalkan 

teknologi. 

Rilisnya aplikasi pertama ojek Online 

yaitu Gojek telah dirilis pada tahun 

2011, namun popularitasnya baru 

setelah tahun 2015 sejak dirilisnya 

aplikasi Gojek untuk sistem android dan 

IOS. Tidak lama kemudian, muncul 

perusahaan lain yang sejenis sebagai 

rival dalam dunia bisnis. Hingga kini, 

semakin marak pengemudi Ojek Online 

di Indonesia dikarenakan minat dan 

pandangan masyarakat terhadap ojek 

online sangat positif. Cara 

menggunakan layanan ini sudah 

dikemas dalam sebuah aplikasi yang 

harus didownload pada smartphone 

pengguna. Kemudian pemesanan dan 

pembayarannya pun sangat praktis. 

Standart tarif sudah ada sebelum 

pemesanan dilakukan yang dihitung per 

kilometer. 

Besarnya biaya perjalanan akan muncul 

sesuai dengan jarak yang ditempuh dari 

tempat penjemputan hingga ke tujuan. 

Fasilitas lain yang menjadi andalan jasa 

transportasi online R2 adalah sudah 

tersedianya helm berstandart Nasional 

Indonesia dan masker sebagai 

pelindung hidung. Sedangkan untuk R4 

karena kendaraan pribadi yang 

digunakan, dapat dipastikan nyaman 

karena fasilitasnya lengkap, seperti 

sabuk pengaman, AC dan audio. Tarif 

yang ditetapkan juga relatif lebih murah 

jika dibandingkan dengan transportasi 

konvensional. Sehingga masyarakat 

lebih antusias menggunakan 

transportasi berbasis online ini 



dibanding transportasi konvensional. 

Seperti yang dikatakan Rahardjo 

Adisasmita, khususnya mengenai 

pemindahan barang-barang, kualitas 

jasa transportasi barang harus 

dilaksanakan secara efektif dan efisien 

dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, 

bertanggung jawab, dan murah. 

Sepak terjang aplikasi ojek online 

dalam karirnya, sempat terjadi 

penolakan dari komunitas/pihak 

penyedia ojek tradisional atau 

konvensional karena dianggap telah 

mengambil pelanggannya. Hal itu 

sempat terjadi kericuhan selama 

beberapa bulan. Hingga akhirnya 

Pemerintah turun tangan dengan 

melakukan mediasi antara pihak ojek 

online dengan ojek tradisional. Hasil 

dari mediasi tersebut ialah ojek online 

masih boleh beroperasi asalkan tidak 

boleh mencari penumpang di area yang 

tidak diperbolehkan. 

Seiring berjalannya waktu, akhirnya 

pemerintah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pelindungan Keselamatan 

Pengguna Sepeda Motor yang 

Digunakan Untuk Kepentingan 

Masyarakat. Peraturan ini terdiri dari 8 

bab dan 21 pasal dan aspek yang 

ditentukan yakni tentang biaya jasa, 

perlindungan masyarakat, dan 

pengawasan. Peraturan ini bertujuan 

untuk memberikan perlindungan hukum 

dan kepastian hokum dan  sifat 

peraturan ini yaitu diskresi dikarenakan 

ojek online bukan termasuk angkutan 

umum, sehingga Kementerian 

Perhubungan tidak bisa mengatur pada 

dasarnya. 

Meski peraturan ini belum mengatur 

secara spesifik mengenai tarif, tetapi 

peraturan ini telah menjadi awal yang 

baik, utamanya dalam penentuan jasa 

tarif akan dirundingkan antara 

pemerintah, perusahaan aplikasi dan 

driver. Meski peraturan ini sudah 

keluar, namun peraturan ini dianggap 

diskresi karena bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang 

lebih tinggi, yakni Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009. Ombudsman RI 

menilai Peraturan Menteri Perhubungan 

(Permenhub) tentang ojek via aplikasi 

daring (online) masih cacat hukum. 

Pasalnya, hal itu bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan. Komisioner Ombudsman RI 

Alvin Lie memaparkan Permenhub 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Perlindungan Keselamatan Pengguna 

Sepeda Motor yang Digunakan untuk 

Kepentingan Masyarakat masih cacat 

hukum. 

Pasalnya, aturan itu dinilai bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 22 



Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Secara rinci dijelaskan, 

dalam Pasal 138 ayat 3 disebutkan 

bahwa “angkutan umum orang dan atau 

barang hanya dilakukan dengan 

kendaraan bermotor umum.”. Oleh 

sebab itu, Ombudsman menyarankan 

agar Kementerian Perhubungan 

mengajukan kepada Presiden Joko 

Widodo untuk mengajukan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu). Dengan demikian, Ojek Online 

atau ojol memiliki payung hukum yang 

kuat. Salah satu revisinya yaitu 

mencantumkan kendaraan roda dua 

sebagai angkutan umum. 

Permenhub Nomor 12  Tahun 2019 dan 

Kepmenhub Nomor 384 Tahun 2019, 

tidak memberikan ruang bagi 

Pemerintah Daerah untuk mengatur 

lebih lanjut mengenai operasional ojek 

online. Pasal 19 Permenhub 12 Tahun 

2019 hanya menyebutkan bahwa 

Pemerintah Daerah melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan 

sepeda motor untuk kepentingan 

masyarakat. Maksud pasal ini tidak 

jelas. Dengan hanya melakukan 

pengawasan apakah artinya Pemerintah 

Daerah tidak berwenang untuk 

menentukan kuota ojek online maupun 

tarif di daerahnya. Sebagai ilustrasi, 

pada Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 118 Tahun 2018 mengenai taksi 

online, Gubernur diberikan kewenangan 

untuk menentukan tarif batas atas dan 

tarif batas bawah.
2
 

Jadi, dalam Permenhub Nomor 12  

tahun 2019 ini masih terdapat 

kekurangan dan kejanggalan. Dalam 

peraturan ini masih perlu banyak dikaji, 

misalnya mengenai hubungan antara 

perusahaan aplikasi dan driver yang 

masih berstatus mitra, yang bukan 

merupakan perjanjian kerja, sehingga 

keterikatan dan perlindungan dari 

perusahaan aplikasi kepada driver 

maupun konsumen belum terjamin, 

berbeda dengan perusahaan transportasi 

lain yang sudah lama berjalan seperti 

KAI. Kejanggalan yang lain terdapat 

pada pasal 19 yang berbunyi : 

“Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah melakukan pengawasan 

terhadap penggunaan Sepeda Motor 

untuk kepentingan masyarakat” 

Di pasal tersebut tertera bahwa 

pengawasan akan dilakukan oleh 

pemerintah dan atau pemerintah daerah. 

Wujud dari pengawasan terhadap ojek 

online masih belum diatur secara jelas 

di pasal ini, sehingga perlu dikaji ulang 

terkait pengawasan yang diamanahkan 

kepada pemerintah dan atau pemerintah 

daerah. Sehingga perlu tindakan lebih 

lanjut menanggapi peraturan yang 

diskresi ini.  



Kesimpulan dan Saran 
 

 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah 

dikemukakan Berdasarkan uraian-uraian 

yang telah dikemukakan sebelumnya dalam 

kaitannya dengan pokok permasalahan 

yang ada, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan bahwa : 

Untuk mengisi adanya kekosongan hukum 

pengaturan atau regulasi di bidang 

transportasi online tersebut, pada 

prinsipnya sementara sampai saat ini 

pemerintah daerah menggunakan 

kewenangannya dalam mengatur ketertiban 

umum agar tidak terjadi sengketa atau 

konflik antar pengemudi angkutan online 

dengan pengemudi angkutan umum, dalam 

hal ini dilakukan melalui kesepakatan 

bersama antara pengemudi angkutan umum 

dan pengemudi angkutan online dengan 

membatasi pengemudi angkutan online 

untuk menjemput atau mengantar 

penumpang di luar areal terminal bus, 

stasiun kereta api atau bandara, karena 

merupakan wilayah angkutan umum. 
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